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Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan
Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi
Penyelenggaraan IG Nasional

Latar Belakang

Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan
Informasi Geospasial (IG). Rencana Induk Penyelenggaraan IG berisi kebijakan 1G nasional
yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Selain
rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi
penyelenggaraan |G nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan |G harus dijabarkan dengan peraturan operasionalnya baik melalui
rancangan peraturan kepala badan maupun keputusan kepala badan.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demi menjaga kedaulatan negara,
pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan
rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan
dalam bentuk Informasi Geospasial (IG). IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak
(Instansi  Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar
penyelenggaraannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin
keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai
penyelenggaraan IG.

Tujuan

Tujuan PKM ini adalah untuk memberikan masukan kepada Badan Informasi Geospasial
(BIG) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan
Penyelenggaraan |G di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan |G Nasional.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tanggal : Jumat — Sabtu / 26 — 27 Maret 2021
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Swiss Belhotel Pondok Indah

JI. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA, Pondok Indah, Jakarta

Agenda : Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan
tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi

Perumusan Rancangan Peraturan BIG tentang Pengusulan
Penyelenggaraan |G di Luar Rencana Aksi IG Nasional.

Pemimpin Rapat : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG
Luaran yang Dicapai

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di
Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.



BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(B 1G)

JI. Raya Jakarta — Bogor KM 46 Cibinong,16911

BADAN INFORMAS| Telepon (021) 875 2062-2063, Faksimile (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI
GEOSPASIAL Website: http://www.big.go.id

Nomor . B-24.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/2021 24 Maret 2021
Sifat : Biasa

Lampiran . 3 (tiga) berkas

Hal : Undangan FGD Pembahasan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan BIG

Yth. Para Undangan sebagaimana daftar terlampir
Di Tempat

Dalam rangka penyusunan Peraturan Badan Informasi Geopasial tentang Pengusulan
Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan |G Nasional, kami bermaksud
mengundang Bapak/lbu dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang akan
dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat — Sabtu / 26 — 27 Maret 2021
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat . Ruang Rapat Swiss Belhotel Pondok Indah
JI. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA, Pondok Indah,
Jakarta
Agenda : e Pembahasan Naskah Akademik Peraturan BIG tentang
Pengusulan Penyelenggaraan |G di Luar Rencana Aksi IG
Nasional;

e Perumusan Rancangan Peraturan BIG tentang Pengusulan
Penyelenggaraan |G di Luar Rencana Aksi IG Nasional.

Pemimpin Rapat : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

Mengingat kondisi pandemi Covid-19, maka pertemuan dilaksanakan dengan menerapkan
protokol pencegahan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk
informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Tandang Yuliadi Dwi Putra nomor HP. +62
812-9604-4552.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Informasi
Geospasial Tematik

Antonius Bambang Wijanarto

Tembusan:

1. Kepala BIG;

2. Sekretaris Utama BIG;

3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;

4. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




Lampiran 1. Undangan FGD Pembahasan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan
BIG

Nomor : B-24.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/20
Tanggal : 24 Maret 2021

NARASUMBER - INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL (ITENAS)

SANE A R

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP);
Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T., FTSP;

Ir. Sumarno, M.T., FTSP;

Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T., FTSP;

Bella Fernanda, S.PWK., FTSP.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
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Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT)

Kepala Pusat Pemetaaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA)

Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT)

Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW)

Kepala Pusat Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG)

Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG)
Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (Biro PKH)
Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPKS)
Koordinator Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Strategis, PPIT
Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, PPIT
Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan, PPIT
Koordinator Hukum dan Perundang-undangan, Biro PKH

Ketua Gugus Kerja Peraturan Perundang-undangan, Biro PKH

Ade Hermawan

Suseno Wangsit Wijaya

Tandang Yuliadi Dwi Putra

Fandy Tri Admajaya

Dwi Maryanto

Nita Maulia

Fitri Nurcahyani

Yoniar Hufan Ramadhani

M. Sufwandika Wijaya

Rizqi Setyo Pambudi

Furgoni Arief

Byantica Ayu Pratama

Muhamad Adnan Shafry Untoro

Rizal Nafis Elfahdi

Galih Candra Tama

Zafira Nur Pratiwi

Jessica Nathania

Dosmaya Adriani

Afi Muawanah

Gina Chairunnisa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran 2. Undangan FGD Pembahasan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan

BIG
Nomor
Tanggal

SUSUNAN ACARA

B-24.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/20
24 Maret 2021

FGD PEMBAHASAN NASKAH KAJIAN AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BIG
JAKARTA, 26 — 27 MARET 2021

Waktu (WIB)

Kegiatan

PIC

Jumat, 26 Maret 2021

08.00 — 08.30 | Registrasi Panitia
08.30 - 08.45 | Pembukaan Kepala Pusat Pemetaan dan
Integrasi Tematik, BIG
08.45-09.00 | Arahan dan Kebijakan Strategis Deputi Bidang Informasi
Geospasial Tematik, BIG
09.00 - 10.00 | Pemaparan Naskah Akademik Narasumber:
Rancangan Peraturan Badan tentang | - Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.
Pengusulan Penye_lenggaraan IG di - Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.
Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan
IG Nasional - Ir. Sumarno, M.T.
- Hendang Setyo Rukmi, S.T.,
M.T.
- Bella Fernanda, S.PWK
10.00 - 11.30 | Diskusi Moderator:
- Yusuf Wibisono
Notulis:
- Muhamad Adnan Shafry Untoro
- Zafira Nur Pratiwi
11.30-13.30 | ISHOMA
13.30 — 14.30 | Pembahasan Rancangan Peraturan Narasumber:
Badan tentang Pengusulan - Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.
Pen_yelenggaraan IG di Luar R_encana - Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.
Aksi Penyelenggaraan |G Nasional
- Ir. Sumarno, M.T.
- Hendang Setyo Rukmi, S.T.,
M.T.
- Bella Fernanda, S.PWK
14.30 - 17.30 | Diskusi Moderator:
- Tandang Yuliadi Dwi Putra
Legal Drafter.
- Ade Hermawan
Notulis:
- Muhamad Adnan Shafry Untoro
- Zafira Nur Pratiwi
17.30-19.00 | ISHOMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Waktu (WIB)

Kegiatan

PIC

19.00 - 21.00

Finalisasi Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Badan tentang
Pengusulan Penyelenggaraan IG di
Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan
IG Nasional

Narasumber:

- Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.
- Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.
- Ir. Sumarno, M.T.

- Hendang Setyo Rukmi, S.T.,
M.T.

- Bella Fernanda, S.PWK

Sabtu, 27 Maret 2021
08.30 — 10.00 | Finalisasi Rancangan Peraturan Narasumber:
Badan tentang Pengusulan - Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.
Penyelenggaraan |G di Luar Rencana | - Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.
Aksi Penyelenggaraan |G Nasional - Ir. Sumarno, M.T.
10.00 - 10.15 | Coffee Break - Hendang Setyo Rukmi, S.T.,
M.T.
10.15-11.45 | Pemaparan Hasil Finalisasi Naskah - Bella Fernanda. S.PWK
Akademik dan Rancangan Peraturan P
Badan tentang Pengusulan
Penyelenggaraan IG di Luar Rencana | Moderator:
Aksi Penyelenggaraan |G Nasional - Tandang Yuliadi Dwi Putra
Legal Drafter.
- Ade Hermawan
Notulis:
- Muhamad Adnan Shafry Untoro
- Zafira Nur Pratiwi
11.45-12.00 | Penutupan Kepala Pusat Pemetaan dan

Integrasi Tematik, BIG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




Lampiran 3. Undangan FGD Pembahasan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan
BIG

Nomor : B-24.11/DIGT-BIG/HK.01.02/3/20
Tanggal : 24 Maret 2021

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

RANCANGAN PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGUSULAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

DI LUAR RENCANA AKSI

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial, perlu menetapkan
Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan
Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Mengingat

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011
tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG
PENGUSULAN PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI LUAR RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah
DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai
alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian.

Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga
pemerintah nonkementerian.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang mcmimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut
Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang informasi geospasial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



(4)

()

(1)

Pasal 2

Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional disusun oleh
seluruh pemangku kepentingan di bidang IG melalui rapat
koordinasi nasional IG

Penyelenggaraan rapat koordinasi nasional IG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan dan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Badan.
Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana Kkerja
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Rencana aksi penyelenggaraan IG nasional dievaluasi

setiap tahun melalui rapat koordinasi nasional IG.

Pasal 3

Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat

mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi

penyelenggaraan IG nasional kepada kepala Badan.

Penyelenggaraan IG yang diusulkan di luar rencana aksi

penyelenggaraan IG nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. IG yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah
pengusul;

b. IG yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
pengusul;

c. IG yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah lain;
dan

d. IG yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah lain.

Pasal 4

Dalam mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana
aksi penyelenggaraan IG nasional, Instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah mengajukan permohonan pengusulan
penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan

IG nasional kepada kepala Badan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

a. surat permohonan yang ditandatangani oleh
Menteri/Kepala Lembaga untuk Instansi Pemerintah
dan Kepala Daerah untuk Pemerintah Daerah; dan

b. formulir pengusulan penyelenggaraan IG.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilengkapi dengan rencana anggaran biaya.

(4) Format formulir pengusulan penyelenggaraan IG
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1) Kepala Badan melakukan penilaian terhadap permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan penilain berdasarkan:
a. prioritas/program strategis;
b. peraturan perundang-undangan;
c.rencana aksi/rencana induk Instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
d. dampak yang ditimbulkan; dan
e.ketersediaan anggaran.
(3) Dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. dampak ekonomi;
b. dampak sosial;
c. dampak kebencanan; dan
d. dampak penegakan hukum.
(4) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kepala Badan melibatkan Instansi

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

Pasal 6

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



(2)

3)

(4)

Berdasarkan hasil penilaian, Kepala Badan memberikan
keputusan berupa menyetujui atau menolak permohonan.
Dalam hal keputusan berupa menyetujui permohonan,
Kepala Badan menetapkan penyelenggaraan IG di luar
rencana aksi penyelenggaraan IG.

Dalam hal keputusan berupa menolak permohonan, Kepala
Badan menyampaikan surat penolakan disertai dengan
alasan penolakan.

Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diajukan permohonan kembali oleh Instansi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR
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Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional
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PENCAPAIAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL

Tujuan Pembangunan

- Indonesia Emas

Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Jangka Menengah
Daerah Nasional

Rencana Aksi IG di Luar Rencana Aksi
Ll g Penyelenggaraan IG ) EXLY Penyelenggaraan IG L
Nasional Nasional

Rapat Koordinasi
Nasional IG

Penyelenggaraan oo
IG Nasional

INFORMASI GEOSPASIAL ]

Kriteria:

MENGUSULKAN

1. Urgensi
2. Dampak yang ditimbulkan

. I Badan Informasi
I_. Geospasial

DISELENGGARAKAN OLEH

Kementerian/ Pemerintah

Lembaga Daerah Setiap Orang

e

_ _ MENGUSULKAN



Lingkup Draft Pengusulan Penyelenggaraan IG
di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Pengusulan

= Kriteria Pengusul

= Prosedur Pengusulan
= Form Pengusulan

Pemerintah Daerah Setiap Orang

Penilaian

= Kriteria Penilaian (Kesesuaian Tupoksi,
Dampak, Urgensi, Ketersediaan IGD)

= Prosedur Penilaian

= Form Penilaian

Penetapan
= Dasar Penetapan
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Penyelenggaraan

= Pengumpulan DG

= Pengolahan DG dan IG

= Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG
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Rancangan Peraturan Badan Informasi Geospasial
tentang Pengusulan Penyelenggaraan

Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional



Fasal 1: Definisl |

Informasi Geaspesial vang selarpuinya disingkat 1G adalah DG yang sudah dolah 2ehinggs dapat dgunadan
IIntormast Geaspasia seDaga lat Danty dalen panumusan kebijakan pengamibilan keputusan, daryatau pelakianaan kagiatan yang

1 berhuburgan dengan nueng kebamian

Informas: Geaspasial Dasar yang selanitrya dsingicat 150 adalah IG yang bersl tentang objek yang dapat
L Informas Goospasiaf Dasar diihat secara langsung atau duioer dan kenampakan fiak di muka bum dan yang tdak borubah dalam

T wakiuyang reatil bma

y 2 . Informasi Geospasisl Temstk yang selanjutnys dsingat IGT adalah IG yang menggambarkan satu
e ) ahal kbh tems tertanh yang dbuat mengacu pada IGD

4 Perseleggara i Pamelengdana iG adalah Instans Pemerntah. Pemenintah Daerah. dan Setiap Ovang

5. Instansi Pemerinin Inezansi Peeneintal adalsh kementeian dan lembaga perernlah noekementeian

ol

6 Pernerintah Daerah Pemearintah Daersh adalah kepsla desrah sebagal urewr peryweenggars pemernntahan dasrah yarg momimpin
<o) [elasanaan unusen pemenntanan yang menjadl kewenangan daerah otonom

7 Setian Orang  Setap Orang adalah of3ng perseorangan, kNompok orang, 3t Badin Usiha

BAB | KETENTUAN UMUM Ah

Badan Informasi Geospasial yang seanjutrya dissiut Badan sdalah lembage pemerintah norkementaian

¢ B Badan Intonrasi Geospasial = yang mempurdl tuges maaksanakan tuges pemedntahen d bidang infoemesl geospassl

Rencana Induk Panyeienggaraan formasi Geospasial adalah daftar program dan kegistan
2 Rencana Induk Futpslengoas s perysenggataan IG yang akan dilsksanakan oleh Irstas| Pemerintah dan Pemerintah Dasrah
Infarmes: Cevspasial secara ruenyeluich dan sinkron dalem kurun wakiu den wiayah tertenty v=suai dengan priceitas

=L KebubAimn pembangunin Nasona
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Indaimas Geospassl Nazicral ] melaks rapat koordinasi nasional iG yang dgunckan sebagai acuan dalem penyusunan

w ey ana kera Femenntah dan Peneintah Dseosh

. _ Fetwekrggaraan Infonnas! Geospasial di Ludl Recanys Ak aclubah 106 yere) dinsidkan uniuk

’ -

_'.Mg ] _.w..ws%h:.ﬂ.. diselerggarakan kareno memgunys tnghat wgers tnggl, mempuryal dampak yong sgnitian, dan
- . . () secara toknis munglin untuk disaienggarakan

12 T Penlls Tien Fanslal ackadah tim yang mesrkukan psogeceian permohonan pengusulan panyelangaeraen 1G o luar rencans ekl

LA

Pl el Hed adelah harl kedga sesunl dengan yang dietapkan oleh Femenntah Rusat

, O




__BAB | KETENTUAN UMUM |

Pagal 1t Definisi

I8

Ruang lingkup Paratucan ini mefput

a Xriterla 1G yong dape diusulesn mefalul mekanisme di s renvcana akst

b. Mekarizme pengusulon untuk |G & Tuar rencana sksic
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NOTULENSI RAPAT

Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG

Hari/ Tanggal : Jumat — Sabtu / 26 — 27 Maret 2021
Pukul : 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Swiss Belhotel Pondok Indah
JI. Metro Pondok Indah Sector 2 Block SA, Pondok Indah, Jakarta
Peserta Rapat : Narasumber - Institut Teknologi Nasional (ITENAS)

1.

ok w0DbN

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan
Perencanaan (FTSP)

Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T., FTSP

Ir. Sumarno, M.T., FTSP

Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T., FTSP
Bella Fernanda, S.PWK., FTSP.

BIG

No o ~oDp =

o

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT)

Kepala Pusat Pemetaaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA)

Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (Biro PKH)
Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT)
Kepala Pusat Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG)

Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial
(PSKIG)

Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW)

Koordinator Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Strategis,
PPIT

Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Tematik, PPIT

Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan, PPIT
Koordinator Hukum dan Perundang-undangan, Biro PKH

Ketua Gugus Kerja Peraturan Perundang-undangan, Biro PKH

Ade Hermawan, Biro PKH

Akbar Hiznu Mawanda, Biro PKH

Staf PPIT



PEMBUKAAN

Dra. Lien Rosalina, M.M

Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi
Penyelenggaraan IG Nasional adalah turunan PP 45/2021 yang diamanatkan ke PPIT.

Sudah mendapatkan beberapa pandangan kegiatan untuk menyusun RaperBIG ini seuai
dengan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya.

LINGKUP PENGATURAN
Peraturan BIG tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi
Penyelenggaraan IG Nasional

v=| Kriteria Penyelenggaraan 1G yang dapat diusulkan

@ Prosedur pengusulan

& Penilaian pengusulan
—

(7 Mekanisme Penyelenggaraan 1G di Luar Rencana Aksi

i
m Pembiayaan IG di Luar Rencana Aksi

Walau disusun oleh PPIT yang berada di Kedeputian IGT, namun peraturan ini juga mencakup
IGD dan IIG sehingga kami mohon bantuan dan masukannya.

Walau saat ini belum ada reneaksi karena masih menunggu Rakornas BIG, namun diperlukan
peraturan mengenai penyelenggaraan IG di luar renaksi karena berdasarkan pengalaman,
BIG sering diminta melakukan kegiatan IG yang tidak ada di renaksi.

Contohnya yaitu permintaan dari K/L lain, atau dari pemerintah, hasil trilateral meeting,
ratas kabinet jadi perlu payung hukumnya untuk pengerjaannya.

Kemarin baru saja ada pertemuan bersama dengan Keraton Jogja dan BIG diminta untuk
melakukan kajian perubahan lahan di kawasan Gunung Merapi, di mana kita harus
mengerjakan. Tidak ada tusi tidak ada anggaran tapi harus direspon.

Untuk anggaran harus selalu diperharikan karena di akhir pasti akan ada audit.

Hal-hal yang harus didiskusikan:



Beberapa Bahan Diskusi:

L. Per v,‘c-lr'.,r_;..’ur 3an 1G yang diperintahkan ANESUNE oleh Kepaia 816 atas

permintaan darl Instansi pemerintah pusat atau daerah, Sebagal conteh
kegiatan Pemetaan perubahan penggunasn lahan Kawasan Gunung Merap
Yogyakarta, Bagamana Jlka di BIG tidak ada 3 ggaran untuk melakukan
kegiatan tersebut dan Instans pengusul Juga t dak memihikl anggaran?

2. Perwyvelengearaan |G di Kedeputian 1IG sebagian besar merupakan kegiatan
penyebarisasan DG dan IG, Misainya permintaan konektivitas Simpul Jaringa
3tau Instalasi server. Apakah pergusulan sepertt inl perlu diatur secara rinci?

12 Penyelenggaraan IG di luar rencana aks: dapat melalul perjangiar

nstansi pemerintah, atau dilaksanakan oleh pihak

xah mekanisme melalui PNBP periu ciatur/

e IGD dan IIG harap merespon apakah sudah sesuai dengan apa yang biasa dilakukan. Nanti
dan besok akan dilakukan legal draftingnya. Rapat kali ini dapat dianggap sebagai
pembahasan tingkat internal karena sudah ada wakil-wakil pusat.

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.

e Menindaklanjuti pertemuan seminggu yang lalu, ada banyak masukan terkait naskah
akademik dan draft RaperBIG.

e Mulai dari proses pengusulan, penilaian, penetapan, hingga penyelenggaraan sudah dicoba
disusun dan akan kami paparkan.

Ir. Sumarno, M.T.

e Naskah yang kami susun ini masih ada beberapa bagian yang bolong, terutama dalam
mekanisme teknisnya karena kami memang tidak menguasai hal tersebut.

e Rencana aksi memang belum definitif, baru diselenggarakan setelah rapat koordinasi
nasional.

e Dua kriteria yang akan diidentifikasi yaitu urgensi dan dampak yang ditimbulkan, sehingga
itu menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan.

e Contoh, kebutuhan covid, maka itu nasional. Berbeda dengan Gunung Merapi yang
merupakan permintaan dari daerah.
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Penyelenggaraan
IG Nasional

e Penyelenggaraan IG Nasional dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah capaian idelis
yang akan selalu dituju dalam pembangunan nasional. Kegiatannya akan selalu dimasukkan
dalam daftar rencana aksi.

e Lingkup draft RaperBIG di bagi menjadi empat tahapan yaitu pengusulan, penilaian,
penetapan, dan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh K/L dan Pemda. Sedangkan untuk
perorangan hanya bisa terlibat di tahap penyelenggaraan.



Lingkup Draft Pengusulan Penyelenggaraan 1G
di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IC Nasional

“ Instansl Pemureteh (K1) Fermmeinh Daeruh ! Settap Orang

Hemgusulan
* Kriteris Pengusul
* Prozadur Pergusadan

* Form Poangussan

Periaian

* Kriters Pendlaan (Kesesuaian Tupoksi
Damgak, Urgerad, Ketersedisan IGD)

* Prosedur Pendalan

s torm Pendaian

Penetapan
* Dasar Panetapan
¢ Perganggoren

Perywlnoggarasn

Pengumpulan G
Pengolanan 06 can IG
Penyimparan dan Peogamanan DG dan IG

Penyetaciuiian DG dan 1G
Pengpaan 15

Dari PKH kemarin diminta untuk difokuskan pada kontennya saja namun akan kami coba
susun secara lengkap.

Metode yang digunakan Yuridis Normatif, suatu mekanisme untuk menelaah data sekunder
yang dibutuhkan.

Metode

Dinebut jugs penelitian hukum kepustakaan

Metode Studi pustaka yang dilakukan untul menelaah data
O sekunder berupa peraturan  perundang-undangan
Yuridis atay dekumean hukum Birnya, hasll peneltian, hasil
Normatif pangkajan, serta referens iainnya yang dibutuhkan

Dapat dilengkaps dengan wawuncara, dikus) (foous
group discussion), dan rapat dengar pendapat




Landasan Filosofis

&

Pasal 33 Ayat [3) ULD 1945 sebagal landasan konstitusional mengamanatian tahwa bumi, air, dan
bekayaan alam yang terkandung o dalamnys dikuasal oleh negats den dperguesaksn untuk sebieisr-
besarnya kermakmuran rakyat

fuany wilayah Negers Knastuan Republik Indonemin perlu diticgkatkan upays pergelolasnnys secrs
hijaksana, berdays guna, dan berhesil guna dan dikelols sucars berkelinjutan untuk wsbesar-besarnya
kemakmuran rakyat,

Dol menags kedaclatan negars, pengelolcen surnbee daya slen yang ofaktl dan sfiven ssrts
perencanasn, pelaksanssn, don evaluasi pembangunsn yarg bderkuaslitas, pengsmbil keputusan
membutubkan rasgksian inlormasi dan dats yeng akurat dan dapst dpertanggunglawabkan yang
disajikan dalam bentuc Informasi Geospasial (1G).

1G dapat diselenggarskan oleh heberapa pibek [instansl Pemerintah, Pemerintah Daersh, dan Setiap
Drang| sehingga sgar penyeenggaraannys tertib, terpacy, berhasd guna, dan berdaga guns sehingga
terjaervn  beakaratan, kernutakbiren, dan kepastian bukum, maks perlu pengsturan mengenal
penyelenggaraan G,

Landasan Sosiologis

Perubahan dunia yang sangat dinamis mendorong peningkatan panggunaan dan pemanfaatan Informasi
Geospasial dalam berbages sektor sebagal dasas pangambian kelijakan dan eputusan

Ketersediaan IG yang lenghap, terbany, dan relevan dengan kabeakan dan keputusan yang akan dambil
e jacli skngat panting den mutlek dipesiuban.

Kuatnya kepentingan vyang bersifar sekiorad, dan o ssl @0 koocdinas pembangunan
kawasan/kewilayahan yang lermnmah menyebablan K/L menyelenggarahan pemetaan untuk kepertingan
sedtoenya senditi yang memmbabkan poty tidek koenpatibel antara peta yang satu dan lannygs, serta
terjadi dupiikasi, Untuk mengatesi hal tersebig, pemeriniah teleh melakukan kebijakan satu peta dan
maenyelenggarakan IG mefalul rencana aksi yang tercantum dalam Rencana Induk Penyelenggaraan IG

Namun, tirggoys kebutuhan 16 & luar rencana aksi mendoreng dilakukannys penyelenggaraan 1G di
luar rencara aksl. Mangirgat sumber daya yang dikeluarkan tidak seddit, maka penyolerggaraan I1G di
luar rencana aksl yang dilakukan oleh K/L/P porlu diatur agar sesual perantukannya, tidak tumpang
Tinddily satu sama lain, dan susual urgensings sehingge efektif dan efisies,




Landasan Yuridis

* Terdaps! peraturan perundang-undsngan vang berlaku saat ini, kbususnys yang memerintabiesn
penarbitan Peraturan Badan adalsh Persturan Pemerintah Republik Indonesis Nomor 45 Tabun 2021
tentang Penyelenggaraan ¥Xs. Dalam peraturan tecsebut menyebutkan behwa “ketentwan mengenal
Pengusulan Penyelenggaraan 1G di Luar Rencana Aks| datur dengan Persturan Kepala Badan®.

* Selan tu, Rancangan Peraturan Badan ini terkat dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang
verdind dari:

Undang-evlang Namoe 4 Tahun 2001 tentang itormesi Geospasial;

Undarg-Undarg Nomor 11 Tahun 2000 temang Cota Cerja

P Nomor 9 Tahun 2034 tertang Pelaksanssn UUK;

. FerPres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan informasi Geospasial

ForPres Nomor § Tahun 2016 tentang Porcepatan Pelaksanaan KSP Pada Tingkat XeteMian Peta 5hala 150000,
. PerPres Nomaor 59 Tuhun 2037 tentang Pelebsenamn Pencepaien Tujuan Permbergunan Berheleryutan

PerPras 39 Tahun 2019 tentang Satz Data Indanasia, can

PerPres 18 Tahun 2020 tentang RPIMN Tahun 20202074

R LU S S

Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran Jangkavan dan Arah Pengaturan

1 Paryesuaaan terhadsg adarya bebiutihan Penyslenggaraan IG5

Terwujudnys pedoman teknis di Luar Rencana Aksi Peayelenggaraan G Nasional:
Pengisulan 15 o Luar 1. Sebagai pedoman urtuk Instansi Pemerirtah dan Pemerintab
Rencana Aks Daerah datam Penyelenggaraan IG di Luar Rencans Aksi
Penyelenggaraan IG Nasional, Prrrpelengparaan IG Nasional; dan

3. Memastiban pelskxanaan tugo den fungs Deden Irforman
Gaospasdl dalam Penyelenggaraan &6

Berikut merupakan mindmap tiap bab yang kami uraikan agar penyusunan menjadi lebih
mudah. Bab 7 masih kosong kami belum bahas mendetail sehingga semoga bisa dilengkapi
pada forum ini karena masih terbatas sekali pengetahuan kami.
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Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T
e Berikut adalah prosedur tiap tahapan yang sudah kamu bangun.




Pangusul

PROSEDUR PENGUSULAN

Mengusulkan peta tematik

b

Dokumen Parmohonan:
1. Surat Permohonan
2, Form lsian

Badan

Dokumen Permohonan
1. Surat Permohonan

2. Form &ian

Memerikss kelayakan
pengusul

Kepala Badan akan meminta unit di BIG untuk melakukan pengecekan terhadap dokumen
yang diajukan jika ada pengusulan yang masuk.

Surat Pemberitahuan
Penclakan Permotionan

Membuat Surar
Pembentahuan Penolakan
Permohonan

h 4

Surat Pemberitahuan
Penalakan Permohonan

I
|
|
|
|
sl
|
|
|
|
1

Membuat Surat Permintaan
untuk melengkapi dokumen
permohonan

Memeriksa kelengkapan
dokumen pereohonan

Tidak

lva

Jika ditolak pengusul dapat mengajukan kembali
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\N PROSEDUR PENILAIAN

Menenmdan Tim Pertlai 4

4
Dotumes Permohacan:
1. Sarat Permohenan Mergial herersediaan G0
|2 reem ieae
——
Memerics befayakan Tidak
en— Yersadia )

|

LAl . - - -

Kepala Badan membentuk tim penilai:

- Unit yang ditugaskan

- K/L terkait

- Dari anggaran (Kemenkeu/Bappenas)
Tugas tim penilai:

- Menilai usulannya

- Merekomendasikan kepada kepala badan, IG yang tepat kepada siapa saja.

fﬂmm-vv Fermabonar
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{1 Farm an

|
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Mernbranl Srat Keptune
Peryelergiaa 5

4
Surm Kepumasan
Fenpienggens 10

A
—

. A8

—

Memter tahaten Surs
Kegutusan Penyrieaggara b

|
¥
Surwt Pemide ritata

Evpctucn Perrpalenggs
' .

12




EV4i<eRnRBeoSs e

Lerghap >

N

I'l
\ J

Pdervari b cowmTaatat
Ipeditas IGD yang dla pdon
Sergat tama

Pardaisy Uhuiee

e ' “

v.l

Merlai bevdacrsm Kt o I
Letrrwye |Uegeray, Derrpak, b |

|
Menestubian ranhrg ol
feemetaran

:

Nembyat Liporin Hasl
Py datant

:

Laporan Sant Poriainm

®

e Setelah dinilai Kepala Badan menentukan hasil keputusannya

(e AN RS R L L R R RE N RN | B

" PROSEDUR PENETAPAN

badan

Laptran Hasl Penlaan
P e

Meretazhar Perye srguers

//

entas

Moot S Coputosan
Pompetenggara G

1

el m——
Sural Cepulosat
Perpehenggan

-

AN Peretapn
Pavpelanggae G

———

|

ey

13




Nemasat Wwrae Kepatins
ndey Perrpeenggans &

4

St Xeputuaan
Pampelerggan 10

|

|

|

|

| S :
|

|

|

I

|

Mumbertatiman Surs |
Cepuleses Perpclerggae 0 |

4

Svat Pembentabuse
Keputuan Pecrpebngges
i

»

Serat Permde ritasuas
Eegstuman Pernpeengges
"

Pe

_.—//"_\\

IVv+-eREROSOS SRR NT

T . - '

e Ketersediaan anggaran bisa dari APBN, APBD atau tidak keduanya.
e  Masih mengumpulkan literatur yang ada terkait pembiayaannya seperti apa.
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DISKUSI
Hendang Setyo Rukmi

e Untuk prosedur penetapannya apakah bisa dibatalkan di tengah jalan? Apakah ada batas
waktu untuk melakukan penetapan?

Tandang Yuliadi Dwi Putra

e Akan dibahas mengikuti alur, mulai dari ruang lingkup RaperBIG, lalu ke flowchart, kemudian
mindmap per bab-nya dan masuk ke pasal-pasalnya.

e Disebutkan di flowchart tersebut tentang perlu adanya unit teknis sendiri di BIG untuk
melakukan penilaian. Di BIG sendiri, terdapat pelayanan balai dan produk. Biasanya surat-
surat akan masuk ke sana dan akan ditelaah apabila ada usulan IG.

e Terkait dengan penganggaran, dapat didiskusikan untuk mendapatkan masukan mengenai
hal tersebut.

Hendang Setyo Rukmi

e Untuk penetapan sebenarnya ITENAS memasukkan 1 prosedur, mengenai, apakah
memungkinkan apabila sebuah ketetapan dapat dibatalkan atau tidak, dengan
pertimbangan seperti apa. Lalu berapa hari kerja waktu penetapannya?

Tandang Yuliadi Dwi Putra

e Untuk sesi selanjutnya, mungkin dapat dibahas terlebih dahulu alur umum terkait dengan
muatan atau ruang lingkup. Kemudian flowchart untuk ditelaah masing-masing bagiannya.
Kemudian ke mind map yang telah mendefinisikan per-bab sampai detil ke pasal-pasalnya.

Lien Rosalina

e Mekanisme mulai pengusul sampai ke penilaian. Pengusul : bila diajukan oleh pemerintah
daerah atau PEMDA, dan disebutkan terdapat form isian. Namun perintah untuk
penyelenggaraan IGT bisa saja hasil ratas. Bila itu hasil ratas, apakah perlu dibuat dokumen
permohonan? Karena tidak semua harus melewati prosedur dimana pihak pengusul
menggunakan dokumen permohonan. Apakah di prosedur ini, kita harus mengirimkan surat
form isian?

o Apakah Kepala langsung mengajukan perintah?

e Dengan prosedur ini, kira-kira ada berapa hari supaya ada keputusan ya/tidak. Saat ini semua
dilakukan online, sehingga pengusulnya dapat memantau sampai mana usulannya diproses.

e Di IGT, ada permintaan untuk melakukan pembinaan, sehingga punya waktu untuk
mengusulkan di tahun berikutnya. Atau penyelenggaraan.

Tandang Yuliadi Dwi Putra
e  Prosedur permohonan, penilaian nanti bagaimana jika ada dari Kepala BIG, berapa hari?
Akbar Hiznu Mawanda

e  Sepakat dalam hal jangka waktu
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e Mungkin tidak perlu serumit ini prosedurnya. Harus disederhanakan.

e Karena hal ini untuk menambahkan yang belum terakomodasi di Rakornas IG.

e Jika usulannya jelas dan anggaran tersedia, harusnya tidak perlu tidak disetujui.

e Yang penting hasilnya sesuai dengan standar yang ada, tetap dapat diberbagipakaikan, tidak
tumpang tindih dan penghematan anggaran.

e Renaksi melibatkan BAPPENAS, untuk sumber penganggarannya, jangan sampai ada yang
terulang.

o Ketika diusulkan di luar rencana aksi berarti darurat biasanya darurat yang mana mungkin
butuh cepat juga, jadi jangan sampai mekanisme yang ada malah menghambat

e Mengusulkan rencananya apa, sumbernya apa, dan anggarannya darimana

e Tadi juga selain melibatkan kemenkeu juga harus melibatkan BAPPENAS, setidaknya nanti
diinformasikan ke BAPPENAS

e Mekanisme tidak perlu rumit, jika ada strategi penganggaraanya ada dan harus bisa dibagi
pakaikan hasilnya harusnya tidak masalah

e Karena di rakornas IG kan juga menentukan seperti itu

Lien Rosalina

e Apakah perlu adanya prosedur penilaian? Misal permintaan itu sesuatu yang harus
dilakukan, kan constraint selain ke penyelenggaraan IG, pasti ke anggaran. Tidak lepas kalau
anggaran dari BAPPENAS atau JPA. Apakah disini yang dinamakan prosedur penilaian perlu
oleh tim? Atau koordinasi dengan pihak terkait, pasti terkait penganggaran.

Tandang Yuliadi Dwi Putra

e Saat ini memang detil, nanti baru digeneralisasi sehingga bisa dikerjakan atau ditentukan
secara singkat.

Sumarno

e  Kami menyusun ini karena melihat pola di luar renaksi itu sangat banyak jadi jika tidak
diformulasikan akan ada kekacauan, sehingga aturan harus dibuat.

e Dapat terjadi kekacauan dalam pemilihan. Misalkan, bila itu usulan, mekanisme seperti ini,
bila itu ratas, maka prosedurnya begitu. Untuk waktu dapat relatif, misal ratas maksimal 5
hari. Sehingga dibakukan terlebih dahulu, dan bila ada yang mendesak, dapat dibuat
shortcutnya.

e Jika itu rapi maka pertanggungjawaban akan nyaman bagi semua

e Jadi mekanisme tetap. Mungkin nanti bisa difilter siapa yang mengusulkan.

Lien Rosalina
e  Perlu perlindungan secara prosedur juga.
Akbar Hiznu Mawanda

e Siapa yang bisa mengusulkan. Jadi akan lebih mudah nanti yang menyelenggarakan akan
lebih paham
e Pasal 85, pemerintah daerah dan pemda dapat mengusulkan penyelenggaraan IG.
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e Jadi menurut saya yang bisa mengusulkan itu siapa yang ditunjukkan ke ratasnya. Jika BIG
yang ditunjuk jadi ya BIG yang harus mengusulkan

Lien Rosalina

e Pada saat BIG diminta melakukan verifikasi LBS. perintahnya dari wapres. BIG juga yang
menyusulkan penganggarannya. Misal, LSD, karena penyelenggarannya ATR/BPN maka
instansi tersebut yang mengusulkan.

Tandang Yuliadi Dwi Putra

e Jika BIG yang mengusulkan, apakah mengikuti aturan secara umum atau berbeda caranya?
Akbar Hiznu Mawanda

e Menurut saya tetap sama

Agus Makmuriyanto

e Banyak permintaan mengenai penetapan batas desa. Terkait hal tersebut, harus ada kerja
sama dengan PPKS, apakah perlu syarat MoU dulu. Pasti ada payung hukumnya mengenai
penyelenggaraan hal tersebut.

o Terkait prosedur penilaian, terkait batas, telah tertulis disitu ketersediaan IGD sangat
tergantung. Karena penetapan dapat dilakukan dengan katrometrik dengan peta RBI
1:5000. Namun bila tidak ada, bisa menggunakan peta high-res, yang jarang tersedia. Bila
seperti ini bagaimana telaahnya?

e Selain ketersediaan data dasar dan citra high-res. Dalam rangka percepatan, dapat
menggunakan data yang tersedia dengan mencantumkan citra yang ketelitiaannya
diketahui. Sehingga bila sewaktu-waktu ke depan ada perselisihan batas dapat dipahami
karena memang menggunakan data yang ada.

e Mempertimbangkan ketersediaan SDM. Apakah staff pelaksanaannya ada.

e Terkait penyelenggaraan, ada swakelola, ada PNBP. Swakelola dapat diberi daerah, atau
dapat menggunakan mekanisme PNBP yang masuk ke kas negara.

Tandang Yuliadi Dwi Putra
e Kamijuga mengundang PPKS tapi kurang tahu apakah hadir atau tidak sekarang.
Akbar Hiznu Mawanda

e Yang disampaikan pak agus harus dipikirkan di implementasinya, apakah perjanjian atau
tidak

e Area ini merupakan mengusulkan penyelenggaraan IG yang tidak diusulkan.

e |tu dapat dilakukan bila renaksinya disetujinya. Bagaimana implementasinya. Di sini area
mengenai bagaimana mengusulkan bagaimana penyelenggaraan IG yang tidak
direncanakan. Karena itu, membutuhkan usulan dahulu. Misal, pemda mengusulkan
penetapan batas daerah, perlu dipersetujui dahulu. Kemudian baru diimplementasikan.

e Tetapi memang hal ini sudah berjalan sejak dulu,

Harry
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e Pak Sumarno menayangkan slide tentang keterlibatan setiap orang. Ketika setiap orang
dapat berkontribusi untuk mengusulkan. ltu sejauh mana? Apakah sampai kebijakan inti
BIG. Apa setiap orang tertentu membutuhkan jalur tertentu? Atau langsung saja ke BIG
yang memiliki tugas di bidang Informasi Geospasial?

Tandang Yuliadi Dwi Putra

e Minggu lalu sudah dibahas, kemarin akan mengikuti pasal sebelumnya jadi hanya KL dan
pemda yang bisa mengusulkan. Untuk perseorangan akan mengusulkan melalui
walidatanya

Akbar Hiznu Mawanda

Bisa mengusulkan melalui walidatanya, atau melalui rakornas.

e Dibaca di pasal 83 ayat 2 disusun oleh pemangku kepentingan jadi boleh semua.

e Jadirakornas ini seperti persta poranya IG

e Nanti orang perorangan ini akan masuk disitu jadi siapa yang menyelenggarakan akan
ditentukan juga

Diah Retno

e Terkait target SDGs BAPPENAS yang diberikan BIG yang jadi laju perluasan lahan terbangun
dengan laju pertamabahan pendduduk.

e Sebagai penanggung jawa BIG tapi kegiatan ini tidak ada di BIG. Karena BIG ada penutup
lahan yang dibutuhkan yang penutup lahan tiap tahun, BAPPENAS minta tiap tahun 2020,
2021, 2022, 2023, 2024 mungkin hal2 seperti ini harus masuk di sini.

e Di PPRT tidak ada updatingnya, untuk lajunya butuh neraca kebelakang 2 tahun nah itu ada
di PTRA.

e Sudah ditanyakan oleh BAPPENAS targetnya.

e Ini kan pengusulannya di luar renaksi karena PPRT kan dia skala besar sedangkan untuk
nasional kan butuhnya sekala kecil. Jadi tolong diakomodir

Tandang Yuliadi Dwi Putra

e  Mirip dengan yang sering dialami PPIT jadi di renaksi tidak ada tapi diminta oleh K/L
tentunya nanti penilaian dan anggarannya itu yang bisa disetujui atau tidak

Henri Kuncoro Kuncoro

e Dampak dan urgensi kita anggap setara kepentingannya. Ternyata yang ditangkap saat ini,
prioritas utamanya urgensi. Sehingga bila bobot urgensi lebih besar, filternya lebih sedikit.
Sehingga difilter berbagai kemungkinan. Karena telah tahu urgensi yang paling penting,
maka filternya lebih kecil lagi.

Woulan Sahroni Sahroni

e Memang di PPIG fokusnya di pengelolaan. Lebih terkait ke simpul jaringan. Dan hal
tersebut bekerjasama dengan PSKIG. Mengenai yang diluar pengelolaan bagaimana.

Dheny Sampurno
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e Terkait dengan Penyelenggaraan IG di luar renaksi. Menurut beberapa konseptor
penyelenggaraan IG di luar renaksi ini, mereka ingin masuk juga ke dalam kegiatan ini.
Hanya saja, mereka masuk melalui penyusunan standar terlebih dahulu atau langsung
penyelenggaraan IG. Karena setiap penyelenggaraan IGT, harus dibarengi dengan standar.

e  Concern juga dari PSKIG mengenai standar, dimana standar itu merupakan salah satu
kriteria sebagai pengusulan |G yang akan direncanakan.

e Terkait SDM. Apakah SDM di luar K/L (umum/swasta), adakah terkait penyelenggar IG nya.
Sehingga terdapat kepercayaan, semisal diselenggarakan oleh pihak yang sudah memiliki
sertifikasi. Karena produsennya, sudah memiliki jaminan akreditasi profesi.

Wulan Sahroni

e Sedang menyusun RaperBIG pengamanan data spasial sudah mencakup format data yang
sesuai standar sehingga nanti penggunaan IG ini dilakukan

Tandang Yuliadi Dwi Putra

Pengusul
(Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah)

Mengusulkan
Penyelenggaraan IG

, | |

e  Perumusan standar dari konseptor

e  Terkait sertifikasi SDM

e Ditambahkan instansi pemerintah dan pemerintah daerah pada tim pengusul.
e  Untuk form apakah perlu ditambahkan surat permohonan tertulis atau tidak?

Lien Rosalina

e Form isian ini apakah nanti kita saja yang mengisi? Jadi ini nanti form penilaian di tim
penilai. Untuk follow-up
e Karena nanti akan lebih paham kita

Ade Hermawan

e Artinya baik itu IGD/T dapat diusulkan, terkait pendanaannya bisakah IGT ini punya dana
tapi tidak masuk ke dalam renaksi?

Lien Rosalina

e logikanya jika punya anggaran pasti masuk di renaksi, jika tidak ada di renaksi tapi punya
anggaran kan tidak mungkin harusnya
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e Pikiran saya jika mendadak otomatis tidak punya anggaran, tetapi pengusulan ini apakah
akan dikerjakan oleh dia atau BIG?

e Pengusulan K/L yang itu otorasisasi nya ada di BIG supaya DJA dan BAPPENAS itu bisa filter
bahwa tidak ada anggarannya

e Jika tidak ada di renaksi berarti tidak mungkin ada di balaijasa karena tidak ada
anggarannya

e  Runutan dari sini bagaimana?
e  Berarti ini ke unit teknis kan tidak ke balaijasa karena tidak ada dananya?

Yulia

e Permintaan tidak bisa dipenuhi karena surat dari Kemenkomaritim tidak didisposisikan ke
PPBW. Saya ingin menanyakan bagaimana mekanisme disposisi surat usulannya jika sudah
diterima Kepala agar tepat sasaran

Lien Rosalina

e Lebih praktis dokumen permohonan dengan surat permohonan tertulis saja

e Apakah mekanisme penganggarannya seperti swakelola, ataukah dari BIG?

e Apa tidak lebih baik form isian dilakukan oleh BIG. Jadi pengusul mengajukan surat
permohan dan BIG yang mengidentifikasi

e  Surat Permohonan Tertulis kepada Kepala BIG

Surat Permohonan
Tertulis kepada Kepala BIG

\_/_\

Tandang Yuliadi Dwi Putra

e Biasanya dispo langsung ke unit teknis.
Lien Rosalina

e PP 45 ke PP 85 ini arahnya dilakukan oleh BIG sebagai kegiatan jasa, ataukah BIG dapat
meminta penyelenggaraan kepada K/L. atau BIG yang melakukan?

Ade Hermawan

e Untuk pasal 85 ayat 2, mengusulkan penyelenggaraan |G di luar renaksi, artinya baik IGD
maupun IGT, pemda dapat mengusulkan IGD/IGT. Dalam penganggarannya, bisakah Pemda
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maupun BIG memiliki dana yang tidak masuk renaksi? Renaksi adalah dasar untuk
menganggarkan.

Sumarno

Harus te-record semua, sehingga tidak ada redudansi.
Memang belum ada anggarannya, maka bisa dialokasikan darimana.

Lien Rosalina

Penyelenggaraan IG yang tidak ada di renaksi tidak bisa ke balai jasa.

Alur ini tidak masuk ke balai jasa. Cuma mau kemana alurnya? Apabila permintaannya
pemetaan skala besar, apakah surat Kepala ditujukan ke Deputi IGD? Atau tematik, apakah
itu ke kedeputian IGT?

Berarti arahnya ke unit teknis tidak ke balai jasa.

Disposisi Pak Kepala ke Kepala PPKS

Tandang Yuliadi Dwi Putra

Terkait konteks penyelenggaraan simpul jaringan, ketika yang diminta daerah itu, BIG tidak
memiliki anggaran, apakah disitu disebutkan bahwa mereka sudah memiliki anggaran itu?
Atau melalui mekanisme terlebih dahulu ke PPKS.

Lien Rosalina
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bidang informasi geospasial.

9. Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial
adalah daftar program dan kegiatan penyelenggaraan |G
yvang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan sinkron
dalam kurun waktu dan wilayah tertentu sesuai dengan
prioritas kebutuhan pembangunan nasional.

10. Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Nasional adalah daftar program dan kegiatan
penyelenggaraan 1G yang disusun oleh seluruh pemangku
kepentingan di bidang 1G melali rapat koordinasi
nasional IG yang digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

e  Sumber dari PP 45.
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15. Rencana Induk Penyelenggarsan 1G adalah daftar
program dan kegiatan penyelenggarasan 1G yang akan
dileksanakan oleh Ipstansi Pemenniah  dan
Pemerintah Dacrah secara menveluruh dan sinkron
dalam kurun waktu dan wilayab tlertentu sesual
dengan prioritas kebutuhan pembangunan nasional

i6. Bahaya adaleh kondisi yang dapat menimbulkan
ancaman kesclamatan atau mendatangkan
kecelakaan atau kerugan pada manusia atan barang.

17. Wahana adalah sarana angkut yang dilengkap: dengan
peralstan pengumpulan DG.

18 Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang
digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau
anlikasi nada sebuah peraneckatl keras.
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e Rencana Induk disusun selama lima tahun. Rencana aksi bagaimana?
e Ada statemen rencana induk, ada statemen rencana aksi. Mungkin perlu dibedakan dari
definisinya, perbedaannya apa.

Sumarno

e Rencana induk masih secara global (lima tahunan), rencana aksi memiliki timeline target.
Rencana induk ditinjau setiap lima tahun. Kalo rencana aksi, diambil dari rakornas.

Lien Rosalina

mol a pengusular enyelenggaraan ( J Lo
ncana ak
13. Han adalah han kerja sesuai dengan vang ditetapkan

[ )
e Ada nama lain nggak ya selain Tim Penilai? Karena seperti memberi reward. Padahal

selama ini tidak ada yang tidak dikerjakan. Tim verifikasi?
Tandang Yuliadi Dwi Putra

e |stilahnya menggunakan tim verifikasi, bukan tim penilai. Tim verifikasi nantinya mengacu
pada eselon 1.
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12. Tim Veritfikast adalah tim yang melakukan pengecekar
] ] ' ~ P 'y
permohonan pengusulan penyelenggaraan G di luar

rencana akst.
13. Han adalah hari kerja sesual f]t!‘n;.;‘.-'ll yang 1'“1!'{."1;':]- ATl

sleh Pemerintah Pusat

Ade Hermawan

e Kepala Badan melakukan penilaian/verifikasi permohonan yang diusulkan oleh pengusul.
Melibatkan unit kerja yang ada di BIG dan K/L terkait.

Lien Rosalina
e Di mekanisme, langsung ke unit teknis sesuai dengan fungsinya.
Tandang Yuliadi Dwi Putra

e Mengapa ada hari? Karena ada proses penilaian/persetujuan. Saat ini tidak ada lagi proses
tersebut.

e Tetap diatur periode, dari disampaikan oleh Pak Kepala ke unit teknis, sampai ke
penetapan.
e  Periode dihitung dari surat masuk sampai keluar SK penetapan.

Lien Rosalina

e  Periode dihitung dari surat permintaan masuk sampai keluar SK ditetapkan berapa hari?
Agus

e Untuk pengaturan periode hari, lebih baik dituliskan di SOP.

Lien Rosalina

e  Kalau diluar renaksi, anggarannya belum ada. Sehingga, untuk renaksi dilihat dari 2
kriteria. urgensi dan dampak.

Lien Rosalina

e Kita tidak lagi menggunakan nomenklatur penilaian, karena bisa ya atau tolak. Tapi
menggunakan verifikasi.
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Pasal 4

(1) 1G vang mempunyai ungkat wrgens: tnggr dan
mempunyal dampak vang signifikan daas-anggaran-yang
tereedia dapat diusulkan untuk diselenggaralkan di luar
rencana aks: penyelenggaraan [G nasional

(2) Tingkat urgens: scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliput;

a. merupakan prioritas nasional/program strategis
nasional;

b. melaksanakan peraturan perundang-undangan;
dan/atal

c. keadaan tertentu lainnmya yang memastikan adanya

urgensi untuk menyelenggarakan IG.

e Verifikasi harusnya cepat karena Cuma memastikan dataya tersedia dan bisa atau tidak
dilakukan sampai keluar SKnya

e Karena rencana aksi harus ditentukan dengén SK
hari ini mulai dari diterimanya surat sampai keluarnya SK

e Di DJA mulai dokumen masuk sampai keluar itu 5 hari

e Ada pasal yang menyebutkan penyelenggaraan IG di luar aksi

Tandang Yuliadi Dwi Putra

e Misal lingkupnya prioritasnya daerah, tetapi daerah tersebut memang membutuhkan
prioritas karena bencana dan yang lain. Maka bisa masuk ke Pasal 4 ayat 2 poin c.

Sumarno

e Bagaimana pengukuran dampak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 di atas.

Lien Rosalina
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Pasal 7
Tingkat urgensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a
mehputi:
a. termasuk dalam prioritas nasional/program strategis;
b. memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
¢c. belum termasuk dalam rencana aksi/rencana induk

Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. termasuk dalam prioritas nasional/program strategis
nasional; dan
b. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

e Apakah krusial ada alasan? Kalo saya mengusulkan tidak ada bermain di alasannya untuk
latar belakang tapi syaratnya

e Anggaran jelas

e Strategi pelekasanaan/SDM

e Jangka waktu jelas

o Target jelas.

e Dilihat dari urgensi dan dampak

e  Kriteria urgensi apakah dia a atau b sesuai gambar

Agus

e Bila batas, bisa termasuk dampak apa?

Lien Rosalina

e  Batas bisa dalam rangka pemulihan dampak ekonomi dan dampak sosial.
Akbar Hiznu Mawanda

o Ketika berbicara urgensi, tidak akan lepas dari dampak. Tidak perlu dicantumkan di situ
karena efeknya sangat luas dan tidak terukur. Bila ingin terukur, harus melakukan kajian.
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e Dilakukan penghapusan kriteria “dampak”
Lien Rosalina

e Urgensi di ruang lingkup ini, masuk kemana?

. Vernfikasi usulan IG di lnar rencana aks) penyelenggaraan

d. Penetapan usulan peavelenggaraan [G di luar rencana

Akbar Hiznu Mawanda

e Pasal 3 menjadi pasal 2.
e (Catatan untuk biro PKH : renaksi akan menjadi bleaching, pasal 2 akan menjadi tahapan.

Lien Rosalina

e Sekarang semua substansinya disusun terlebih dahulu.

Akbar Hiznu Mawanda

e Pengusul dan penyelenggara apakah bisa menjadi dua hal yang berbeda?
Lien Rosalina

e Diambil contoh sawah, walidatanya bukan BIG, tetapi ada perintah untuk mengerjakan itu.
Pengusulnya adalah Kemenko. Sehingga berbeda antara pengusul dan penyelenggara.
e Filosofi Pasal 85 ayat 2 bagaimana?

Akbar Hiznu Mawanda

e |tu untuk sinkronisasi anggaran. Karena butuh renaksi, maka butuh anggaran. Jadi untuk
meminimalisir perubahan anggaran, apabila sudah dijalankan, jalankan sesuai rencananya.
Bila di luar, tinggal cek instansi lain apakah sudah dijalankan.

e Sayaingin menyelenggarakan |G di luar yang ditetapkan BIG/BAPPENAS. Harus disetujui
BIG terlebih dahulu. Sehingga mereka menyelenggarakan sendiri.

Lien Rosalina
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Apakah Kemenkeu dan BAPPENAS, akan menggunakan ini sebelum mereka menyetujui K/L.
Renaksi di rakornas selalu 5 tahun, monevnya setiap tahun setiap rakornas.

Tidak ada di renaksi yang ditetapkan, mengusulkan BAPPENAS baru akan menyetujui jika
sudah ada persetujuan dari BIG.

Akbar Hiznu Mawanda

Bab 2 ini akan diringkas oleh biro PKH
Ketika mengusulkan, apa saja formnya. Kriteria pengusulan. Agar verifikatornya lebih
mudah dalam menilainya.

Lien Rosalina

Ada satu hal yang tadinya urgent oleh BIG. Kedua adalah usulan yang K/L memang mau
mengerjakan.

Misal si pengusul yang memerintahkan, bisa BIG yang disuruh mengerjakan. Bila BIG yang
mengerjakan, BIG membuat form pengusulan?

Akbar Hiznu Mawanda

lya, karena memang tidak ada dalam renaksi BIG.

Ketika tidak ada anggaran untuk LBS. Dan tiba-tiba diminta, maka harus mengusulkan
karena tidak ada anggarannya.

Tidak membedakan satu sama lain, BIG tetap harus membuat renaksinya.

Akbar Hiznu Mawanda

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilengkapi dengan paling sedikit:
a. latar belakang; 2t Lo

B f U oA

o

maksud dan tujuan:

c. lokasi kegiatan;

d. ruang lingkup;

e. manfaat;

f. ketersediaan data pendukung;

g. penggunaan sumber daya manusia;
h. jangka waktu pelaksanaan;

i. rencana anggaran biaya.
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Pasal 12

(1) Kepala Badan  setelah menerima  permohonan
penvelenggaraan 10 scbagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) menugaskan unit kerja vang ditunjuk untuk
memenksa—kelengkapan dekumen-melakukan venfikasi
yvang dilaporkan kepada kepala Badan.

(2) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka unit
kerja vang ditunjuk menyvampaikan kepada Kepala
Badan untuk pengembalian dokumen usulan tersebut
kepada Instansi Pemenntah atau Pemerintah Daerah
pengusul untuk dilengkaps.

(3) Unit kerja yang ditunjuk melakukan verifikasi dan

evaluas: persyaratan dokumen usulan paling lama §

b. pengusulan sebagmmanadimakmdpadahurufa
~ lampiran yang paling sedikit

i. latar belakang;
ii. maksud dan tujuan;
ii. lokasi kegiatan;
iv. ruang lingkup;
v. manfaat;
vi. ketersediaan data pendukung;
vii. penggunaan sumber daya manusia;
viii. jangka waktu pelaksanaan; dan

iX. rencana anggaran biaya.

Yang mengawal renaksi |G adalah yang melaksanakan verifikasi itu.
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Verifikasi dilakukan internal, hanya di unit kerja itu saja.

NP 800 Nevgaan lar Tervhrgesen 1 01 vt Terobe (Coepees

2—Dalam hal dokumen usulan tdalk lengkap, maka unt

kerja—yang —ditunjuk —menyampatkan —kepada—Kepala
Badan—untuk—pengembalian—dokumenusulan—tersebut
kepada—instansi—Perpermtah—atan—Pemerintah—Daerah
pengusul untuk diengkaps.

(3) Unit kerja yang ditunjuk melakukan verifikas:
persyaratan-deolkumen—usulan permohonan paling lama
10 (sepuluh) Hari kerja setelah-dokumen—usulan—yang
chterna-dinvatakan lepgkap-

(4) Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, Kepala Badan
menyampaikan surat penolakan kepada Instansi
Pemerintah atau Pemerintah Daerah pengusul disertai

alasan penolakan. '

Soni Darmawan

Bila usulan tidak lengkap diapakan?

Akbar Hiznu Mawanda

Kelengkapan dokumen harus sudah selesai setelah verifikasi.
Tingkat urgensi dan ketersediaan anggaran.

Lien Rosalina

Pasal 4 tidak usah ada, masalah lengkap tidak lengkap di SOP verifikasi. Setelah verifikasi.
Suratnya berupa apa? Penetapan IG di luar renaksi.

Surat keputusan untuk menetapkan apakah bisa diajukan, atau untuk dimasukkan ke
renaksi selanjutnya.

Soni Darmawan

Di bab lll mengenai verifikasi kelengkapan dokumen saja, di bab setelahnya baru mengenai
verifikasi.
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(3} Unit kerja vang ditunjuk melakukan verifikasi
peroynratan-doloamersusninn permobonan paling lamn
10 {sepuluh] Hari kerja setelah dokumen usulan yang

e Setelah kelengkapan dokumen diverifikasi (hanya sebatas melihat kelengkapan dokumen di
proses pengusulan). Di bab IV baru penilaian yang melakukan unit teknis.

Lien Rosalina

e  Agar tidak terlalu panjang, hasil verifikasi akan menghasilkan usulan untuk ditetapkan
sebagai IG di luar rencana aksi atau rekomendasi.

e  Kriteria penilaian bisakah masuk ke dalam isian form verifikasi.

e Nomenklatur penilaian menjadi verifikasi

Akbar Hiznu Mawanda

e Kesepakatan tadi menggabungkan proses verifikasi dan penilaian. Jadi secara tersirat,
verifikasi langsung melaksanakan penilaian. Karena yang melaksanakan unit kerja tersebut,
dia menguji juga dengan alat ujinya (urgensi dan ketersediaan anggaran).

Soni Darmawan

e Bilaitu sudah ditetapkan oleh kepala badan, maka ketersediaan anggaran sudah tercapai.
Lien Rosalina

e  Belum tentu seperti itu. Tidak bisa memastikan ketersediaan anggaran.

Soni Darmawan

e Anggaran jangan dimasukkan ke verifikasi, dituliskan saat penetapan, baru dibicarakan
masalah anggaran.

e Penentuan verifikasi sulit (karena tidak terukur).

Lien Rosalina
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(1)

Pasal 15

Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Badan memberikan

keputusan berupa:

a. menyvetujui penyelenggaraan IG di luar rencana aksi
penyelenggaraan IG nasional; atau

b. rekomendasi untuk dimasukkan dalam rencana aksi

1 . |
penyelenggaraan |G nasionall
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Sabtu, 27 Maret 2021

Pasal 1
Akbar Hiznu Mawanda
e Rancangan induk tidak perlu disebutkan

Lien Rosalina

e Yang mana yang ada di list IG tersebut?
Akbar Hiznu Mawanda

e Sepakat dengan nomenklatur yang dipilih. Penjelasannya ada di pasal 2 untuk menjelaskan
mengenai rencana aksi.

Soni Darmawan
e |G diluar rencana aksi mengapa dihilangkan?
Akbar Hiznu Mawanda

e Yang perlu didefinisikan adalah renaksinya. Kegiatan pengusulan di luar renaksi adalah yang
kita atur di dalam peraturan ini. Jadi penjelasan kegiatan tersebut ada dalam peraturan ini,
sehingga ada di dalam batang tubuhnya. Tidak perlu diatur secara definisi.

Sumarno
e Bila didefinisikan dibawah akan dibahas
Endang

e Mungkinkah akan ada asumsi di mana IG di luar renakasi adalah di luar daftar program dan
kegiatan penyelenggaraan |G yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah. Apakah pemahaman seperti itu salah atau tidak?

Akbar Hiznu Mawanda

e Bisa saja, namun kami berusah menformulasikan pengertiannya memang seperti itu. Dari
peraturan pemerintah memang, renaksi tersebut adalah dasar kegiatan penyelenggaraan
IG yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Disampaikan saja
yang ditetapkan dalam rakornas.
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membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang

penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar.

wn

Rencana Aksi Penyvelenggaraan Informasi Geospasial
Nasional adalah daftar program dan kegiatan
penyelenggaraan |G yang akan diselenggarakan oleh
Instansi Pemenntah dan Pemenntah Daerah, dan
disusun dalam rapat koordinasi nasional 1G.

6. Harn adalah har kerja sesuai dengan yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2
Tandang Yuliadi Dwi Putra
e Ada perbedaan, disusun oleh siapa?
Lien Rosalina

e Kalau pengertiannya, setuju. Tetapi dalam konsistensi aturan, bolehkan mengubah
nomenklatur perban dengan PP yang di atasnya?

Akbar Hiznu Mawanda

e Masalahnya di PP tidak ada pengertian secara explicit. Jadi di sini didefinisikan sendiri
renaksi, yang penting maknanya sama.

e Yang di PP merupakan norma, bukan pengertian. Bahwa Renaksi disusun oleh seluruh
pemangku kepentingan di bidang IG melalui rakornas IG.

Lien Rosalina

e Yang didefinisikan di Perban ini lebih sempit karena hanya oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah

Akbar Hiznu Mawanda

e Yang ingin disampaikan adalah diselenggarakannya oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang berasal dari rapat koordinasi nasional 1G.

Endang
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e Bagaimana kalau kalimatnya seperti di PP. sehingga disusun terlebih dahulu baru
diselenggarakan.

Mt Fewew Vim hep  Aoctel VY Tel e vl you w20

5. Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Nasional adalah daftar program dan Kkegiatan
penyelenggaraan [IG yang disusun oleh seluruh
pemangku Kkepentingan di bidang [G melalui rapat
koordinasi nasional IG dan akan diselenggarakan oleh
Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan .

oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2
(1) Dalam menyelenggarakan [IG, Instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah harus mengacu pada Rencana aksi

penyelenggaraan [G nasional.

Soni Darmawan

e  Apakah kita tidak sebaiknya mencantumkan definisi di luar rencana aksi di pasal
sebelumnya?

Akbar Hiznu Mawanda

e Kegiatan penyelenggaraan iG di luar rencana aksi adalah suatu kegiatan, bukan istilah.
Sudah didefinisikan di batang tubuhnya.

Sumarno

e Apakah istilah itu mengikat? Karena yang tertulis di PPnya itu kan di luar rencana aksi.
Sehingga bisa disebutkan khusus atau darurat. Bila itu menjadi definisi maka dimasukkan.
Tapi bila kita mencari istilah baru di luar rencana aksi berarti itu baru dimasukkan ke
definisi.

Pasal 5

Lien Rosalina

e Pada pasal 5 tidak perlu menunggu disposisi Kepala., tetapi langsung ke unit teknis terkait.
e Bila kepada nya Kepala Badan, seharusnya turunnya satu tingkat.
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Tandang Yuliadi Dwi Putra

e  Kemungkinan bukan teknisnya, kemungkinan sestama-nya.
e Diberi note “akan menjadi bahan diskusi pada level pimpinan”

Akbar Hiznu Mawanda

e Penggantian data pendukung ke data geospasial dan I1G (yang tersedia atau tidak).
Maksudnya adalah metadatanya atau sumber data yang digunakan.

Lien Rosalina

e Ruang lingkup?

Tandang Yuliadi Dwi Putra

e Lingkupnya bisa jadi cakupan nasional atau tidak.
Akbar Hiznu Mawanda

e Isinya kegiatannya mau ngapain saja.

Sumarno

e  Misal kemarin, pemetaan Ladang Ganja. Berarti lingkupnya apa saja?
Lien Rosalina

e Harus clear apa itu ruang lingkup, normatifnya batasan.
Yusuf

e Output/keluaran

Lien Rosalina

e Ruang lingup dalam pengusulan memuat

Soni Darmawan

e Komponen a-z bagus, sudah komplit. Namun bagaimana dengan case-case yang butuh
segera. Semisal presiden butuh ke kemenko. Apakah harus melalui proses penyusunan a-z?
e Khawatirnya malah menjadi tahapan yang sepertinya lama.

Lien Rosalina

e Karena itu pertanyaan ke Pak Akbar Hiznu Mawanda, maksud 85 ayat 2 ini bagaimana.
Untuk di luar renaksi. Bila yang urgen-urgen tahun ini harus dikerjakan, tidak bisa diusulkan
lewat sini.

e Dipasal 2, penyelenggaraan IG harus di dalam renaksi, kalo di luar harus diusulkan.

Endang
e Kemarin form isian dihapuskan, tetapi malah semakin panjang prosesnya.
Akbar Hiznu Mawanda

e |ni merupakan bagian dari form isian. Form isian yang dijabarkan.
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Atau mungkin bisa dipilih yang mana yang mandatory nya.

Lien Rosalina

Kalo perban ada laporan ini nya tidak?

Akbar Hiznu Mawanda

Jangan sampai ada lampiran. Sehingga diberikan konten yang harus ada. Substansi tersebut
harus ada.

Apa yang memperkuat tim verifikator?

Mungkin bisa dipersempit lagi. Agar tidak terlihat bayak, tetapi terlihat komprehensif.

Lien Rosalina

Kesan yang ditimbulkan seperti KAK, sehingga seperti satu dokumen berupa surat.

Hufan

Apakah di point2 tadi perlu disebutkan pelaksananya siapa? apakah yang menyampaikan
surat atau hanya surat pengusulan untuk BIG yang melaksanakan, jika ini mudah
diidentifikasi dari poin tadi maka tidak perlu.

Akbar Hiznu Mawanda

Tidak perlu masuk terlalu jauh (siapa yang menyelenggarakan IG tersebut).

Pasal 7 dan Pasal 8

Lien Rosalina

Apakah satu persetujuan itu satu SK?

Akbar Hiznu Mawanda

Bila kita berbicara menetapkan maka keputusan dalam bentuk SK.

Lien Rosalina

Satu hal yang sama dibuat 3 nomenklatur yang berbeda (persetujuan, penetapan,
keputusan).

Akbar Hiznu Mawanda

Penetapan bisa dalam bentuk SK bisa dalam bentuk surat rekomendasi. Baik apapun
bentuknya, harus disampaikan ke pengusulnya,

Lien Rosalina

Apakah boleh kata persetujuan dihilangkan? Agar tidak ada nomenklatur baru. Agar
konsisten antara pasal 7 ayat 3a dengan pasal 8
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(3). Berd.'asﬂarkan rekomendasi; Ke;;ala éadaﬁ mei‘letapkan::l

a. penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi
Penyelenggaraan IG Nasional; atau
b. rekomendasi untuk dimasukkan dalam Rencana

Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Pasal 8
Kepala Badan menyampaikan penetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada Instansi Pemerintah
dan Pemerintah yang mengusulkan penyelenggaraan IG di
luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial
Nasional dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional.
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Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya yang melaksanakan tugas mengevaluasi Rencana
Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional
menerbitkan rekomendasi.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan.

(3) Berdasarkan rekomendasi, Kepala Badan menetapkan:
a. penyelenggaraan IG di  luar Rencana  Aksi

Penyelenggaraan IG Nasional; atau

b. usulan penyelenggaraan IG untuk dimasukkan

dalam Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

e Pemerintah daerah apa perlu tembusan ke Kemendagri?
Pasal 11

Tandang Yuliadi Dwi Putra
e Periodenya apa tidak perlu diatur?
Lien Rosalina
e Apakah hanya kepada Kepala Badan?
Akbar Hiznu Mawanda

e Periodenya seharusnya diatur, tetapi belum diketahui.
e  Mungkin nanti pejabat tinggi madya akan dimasukkan ke dalam definisi, sehingga semua
nomenklatur tersebut memakai hal tersebut.
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(1)

(2)

(3)

BAB 1V
EVALUASI

Pasal 11

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan
tugas mengevaluasi Rencana Aksi Penyelenggaraan 1G
Nasional melaksanakan evaluasi penyelenggaraan IG di
luar Rencana Aksi Penyelenggaraan 1G Nasional.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Kepala Badan.

Lien Rosalina

e Bagaimana flow setelah ini?

Tandang Yuliadi Dwi Putra

40



- >
atwel PEY
Grmeline

Jacwad BG
Ksordnazi Rapet Irteenat
Povprae =y P PP ABE {TA) doanpog TA
))mlJ1-1s(7lQm.l)lsuﬁmnmnwﬂ
Farsutm Putis: Ripu WA FEreagen OO Mapanan Dialfwnl Rope Pesipan
Hapenan Flrrpinan 845 Kansuiss Fubie AdaTEng TA RePerBIG O Magsalan

|
n‘losnrssAJ‘g AP 31 30 1% 3 27 M % M B

Rogot Desd Finn
Pmpnan 016 Rebwglg ool Target Penetasan
2 Mei 2021
12 13 14 17 16 %7 18 19 20 21 77 23 M4 2 w6 2T MW B JU» W’.‘c
W Luar Hosas

Akbar Hiznu Mawanda

e Mungkin setelah ini, melakukan sosialisasi internal, setelah itu melaksanakan konsultasi
publik (parallel saja). Di grup sudah disampaikan aturannya untuk renaksi. Dengan
BAPPENASNnya bagaimana?

Lien Rosalina

e  Perlu pendapat terhadap peraturan-peraturan yang lain, bagaimana dengan constraint
anggaran. Sehingga bila diskusi dengan BAPPENAS, tidak hanya membahas hal ini saja.

Akbar Hiznu Mawanda

e Kalau memang ini sudah duluan bisa proses ke pihak luar maka tidak masalah ke pihak luar
agar prosesnya tidak terhambat. Kita bisa langsung rapat dengan BAPPENAS, bagaimana
strategi apakah pola seperti ini disetujui oleh mereka? Setelah itu bisa melakukan
konsultasi publik. Secara internal bisa disampaikan melalui grup.

Lien Rosalina

e Filenya dishare ke Mas Akbar Hiznu Mawanda. Kalo nanti malam selesai bisa share ke
RUUCK untuk dapat arahan misalkan dirapatkan ke BAPPENAS.

e 31 ada rapat dengan Pak Deputi.

e Tanggal 6 April

e Minimal ke BAPPENAS dan KEMENDAGRI sebelum konsultasi publik

e Harus siap punya target untuk pembahasan tanggal 6 April.
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